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Fiqie Zulfikar (B11110456), Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku 
Seks Bebas Bagi Mahasiswa Di Kota Makassar dibimbing oleh Prof. Dr. 
Irwansyah,S.H.,M.H. dan Dr. Hasbir Paserangi,S.H.,M.H. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya perilaku seks bebas oleh mahasiswadan upaya-upaya 
penanggulangan perilaku seks bebas dikalangan mahasiswa. 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara dan kusioner terhadap beberapa pihak 
yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang 
berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis 
secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut:  1) faktor-faktor 
penyebab seks bebas oleh mahasiswa karena  tidak kuatnya iman pelaku, 
kebiasaan menonton video porno, dan faktor pergaulan bebas.  . 2) upaya-
upaya penanggulangan yang dilakukan agar mahasiswa tidak terlibat dalam 
perilaku seks bebas antara lain, upaya Pre-Emtif : penanaman nilai moral 
pada diri mahasiswa, upaya preventif: Memilih lingkungan pergaulan yang 
sehat dan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, upaya represif: 
melakukan bimbingan sosial secara perorangan kepada pelaku untuk 
menyadarkannya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan 
Memberitahukan kepada Orangtua atau keluarga pelaku seks bebas agar 
memberikan perhatian dan kontrol lebih terhadap segala kegiatan yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan 
suatu perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita 
yang menitikberatkan pada faktor cinta. Kenyataan yang telah dipraktikkan 
masyarakat Barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa lain di 
dunia, termasuk Indonesia yang mencoba gaya hidup baru (new life style) 
untuk mencari kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. 
Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan 
agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Mereka 
menempuh free love and free sex atau yang anak-anak muda Indonesia 
kenal dengan seks bebas, sehingga norma-norma kesusilaan tidak lagi 
diperdulikan. Perselingkuhan meningkat, angka perceraian semakin tinggi. 
Muncul pula kebiasaan kumpul kebo dan abortus (pengguguran 
kandungan), Menstrual Regulation (MR) atau pembunuhan janin secara 
terselubung di kalangan pelajar dan mahasiswa. VCD dan DVD porno 
yang bermunculan, yang cukup berpengaruh buruk pada tindakan 
kesusilaan, merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab 
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menyebarnya penyakit Acquired Immuno Syndrome (AIDS) yang 
mengerikan. 
Fenomena seks juga dalam kehidupan manusia bisa dikategorikan 
seumur dengan kehidupan dan peradaban ummat manusia itu sendiri. 
Seks dalam tatanan tradisi, agama dan kebudayaan adalah  sesuatu yang 
eksklusif, sakral dan “tabu” untuk diperbincangkan manusia, dikarenakan 
seks merupakan awal dari kehidupan ummat manusia. (Muhlis Hadrawi, 
2008 : 34) 
Di sisi lain seks juga dipandang sebagai bagian dari kehormatan 
manusia, sehingga dalam tatanan kebudayaan dan kaitannya dengan 
kehidupan manusia, khususnya Sulawesi Selatan, seks dipandang sebagai 
kehormatan yang tidak boleh dipermainkan. Seks harus diolah dengan 
santun, beradab, dan manusiawi. Oleh karenanya seks yang tidak 
mencerminkan kesantunan (seks illegal) baik dalam pandangan agama, 
budaya maupun hukum dianggap aib atau “siri’” oleh masyarakat Bugis 
Makassar pada umumnya. 
Problematika seks bebas bukanlah persoalan baru dalam tatanan 
kehidupan manusia modern, akan tetapi jauh sebelumnya persoalan ini 
kerap hadir mewarnai kehidupan manusia, sejak zaman dahulu hingga 
zaman sekarang, seks bebas selalu melahirkan berbagai macam problema 
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serta trauma psikis akibat dari tindak kejahatan atau kekerasan seks. 
Ironisnya, persoalan ini banyak dialami kaum mahasiswa bangsa ini. 
Studi seksualitas remaja khususnya dikalangan mahasiswa 
menempati studi yang cukup problematik di Negara ini. Pada satu sisi, 
studi tentang anak muda dan mahasiswa masih menjadi studi yang 
dianggap remeh dalam kajian ilmu sosial, terutama pada periode 
pertengahan 1970-an sampai pertengahan 1990-an. Pada saat itu ilmu 
pengetahuan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, 
sehingga studi tentang kaum mahasiswa dan problemanya tidak menjadi 
perhatian utama. 
Meningkatnya arus seksualitas di kalangan remaja khususnya bagi 
mahasiswa tidak hanya terjadi dalam seks bebas yang sifatnya “suka 
sama suka” atau saling merelakan untuk berhubungan seks, akan tetapi 
juga telah bermuara pada tindak kriminalitas yang berupa pemerkosaan, 
prostitusi, pelecehan dan trafficking. Seks  bebas kerap membuat para 
penegak dan aparat hukum merasa geram. Diberbagai media hampir 
setiap hari menghadirkan berita seks dalam bentuk kriminalitas, para 
pelakunya kebanyakan kaum mahasiswa. Oleh karena itu apapun 
bentuknya tindakan kriminalitas tidak akan pernah ditolerir oleh aparat 
penegak hukum bangsa ini begitupun juga dengan tinjauan hukum islam 
yang telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui cara 
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perkawinan yang sah, oleh sebab itu seks bebas (zina) dilarang keras 
dalam islam karena bertentangan dengan cara yang ditentukan oleh islam. 
Karena menurut islam zina adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan 
yang buruk. 
 Penjelasan tentang zina di atas sangat jauh berbeda dengan hukum 
positif yang bersumber dari barat. Dalam hukum positif, zina tidak di 
anggap suatu pelanggaran, selama tidak ada yang dirugikan. Karena 
menyandarkan perbuatan sebagai tindak pidana hanya akibat kerugian 
semata, hukum positif kesulitan dalam pembuktian , dalam hal siapa yang 
merugi dalam kasus seperti ini. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang menganggap 
bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua 
perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk 
dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita 
yang belum menikah atau salah satunya terkait tali perkawinan sedangkan 
zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak 
termasuk dalam larangan tersebut. Hukum positif menganggap kasus 
perzinahan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan 
manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan 
itupun masih bisa ditarik selama belum disidangkan,Pasal 284 (4). Kecuali 
masalah pemerkosaan karena menunjukkan secara jelas adanya kerugian, 
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Pasal 285 KUHP. Dalam kasus perkosaan ada pemaksaan untuk 
melakukan zina, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. 
(Soerodibroto Soenarto, 2003 :170) 
Pada dasarnya seks illegal dapat dipetakan menjadi dua yaitu; 
Pertama, seks yang terjadi atas dasar “suka sama suka” tanpa melalui 
proses pernikahan. Kedua, seks yang terjadi dalam bentuk pemaksaan 
dan pengkhianatan berupa perkosaan, perselingkuhan, trafficking, 
pencabulan, pelecehan dan prostitusi seks. Inilah yang sering diistilahkan 
sebagai kriminalitas seks. 
Model seks pada poin pertama memang pada dasarnya lahir dari 
sebuah kesepakatan tetapi pada kenyataannya melanggar norma-norma 
hukum, agama, dan budaya, sebab hal tesebut telah bermuara pada 
perilaku seks bebas. 
Sedangkan pada poin kedua adalah bentuk seks atas dasar paksaan 
yang ditopang oleh kekerasan yang tak jarang melahirkan trauma dan rasa 
sakit, baik secara fisik maupun psikis bagi si korban dan hal ini tentunya 
sudah mencederai norma-norma hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 
Seperti yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi: “Barang 
siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena 
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melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun”. (Soerodibroto Soenarto, 2003 :172) 
Sedangkan dalam hukum Islam, memaksa orang berzina 
(perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi 
hukuman berat, yaitu selain hukuman had ia juga dapat dikenai hukuman  
takzir. Jika telah terbukti, hukuman had zina adalah berupa hukuman rajam 
(dilempar dengan batu kecil) sampai mati, jika pelaku telah menikah, atau 
dera (cambuk) 100 kali jika pelakunya belum pernah menikah. Sedangkan 
hukuman takzir hanya dikenakan pada pelaku yang belum menikah, 
mengingat pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati. 
Bagi wanita yang diperkosa, tidak dianggap berdosa dan oleh sebab 
itu tidak dikenakan hukuman, karena ia tidak berdaya dan tidak melakukan 
pelanggaran secara sengaja. Hal ini diperkuat oleh Hadits Nabi 
Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, 
yang berbunyi: 
“Allah memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru (tidak 
sengaja, lupa dan terpaksa.” (Hassan Saleh, 2008 : 441) 
Oleh karena itu, persoalan seks bebas yang kemudian 
mengakibatkan kriminalitas seks dan persentuhannya dengan hukum yang 
dalam hal ini diprakarsai atau diwakili oleh pihak kepolisian menjadi isu 
7 
 
yang menarik untuk diperbincangkan. Sebab dalam kehidupan bangsa ini 
kriminalitas tidak akan bisa dilepaskan begitu saja tanpa ada kontrol 
hukum dari Negara. 
Persoalan seks bebas bukan hanya bisa mengakibatkan timbulnya 
kriminalitas tapi persoalan ini sudah sangat membuat masyarakat menjadi 
resah, apalagi di Makassar ada budaya malu yang di junjung tinggi oleh 
masyarakat yang apabila ada yang mengganggu perasaan karena 
perbuatan yang melenceng dari budaya masyarakat setempat maka 
masyarakat tidak akan ragu untuk bertindak tegas. Seperti yang 
diberitakan di Liputan6.com pada tahun 2004 lalu dengan berita pasangan 
kumpul kebo di Makassar digerebek warga, dalam berita tersebut 
menyatakan sejumlah warga Mannuruki Makassar, Sulawesi Selatan, 
merazia sejumlah rumah kontrakan mahasiswa di kawasan tersebut. 
Dalam Penggrebekan yang dipimpin ketua RT Mannuruki II dan Bintara 
Pembina Desa setempat, sejumlah pemuda mendatangi dan menggerebek 
kamar-kamar rumah kontrakan yang selama ini diduga dijadikan tempat 
tinggal pasangan tanpa surat nikah. Aksi penertiban itu berbuah sukses. 
Kala itu mereka berhasil menangkap basah sepasang mahasiswa dan 
mahasiswi yang hidup satu atap tanpa surat nikah. Saat digerebek, kedua 
pasangan yang bernama Suwarni dan Tahir menolak ,mentah-mentah 
tuduhan para warga. Bahkan mereka bersikukuh tinggal bersama lantaran 
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masih berhubungan darah. Namun, dalih itu akhirnya bisa dimentahkan 
beberapa orang saksi mata. Menurut para saksi, semula keduanya adalah 
tetangga dekat. Kini mereka tinggal bersama. Tak bisa mengelak, Suwarni 
dan Tahir diarak beramai-ramai menuju rumah RT setempat. Dalam 
penggerebekan itu warga tidak langsung menyerahkan ke polisi. Warga 
memilih menasehati keduanya. Dan Tahir membuat surat pernyataan akan 
menikahi sang kekasih setelah kedua orang tua mereka tiba di Makassar. 
(m.liputan6.com/buser/read/71534/pasangan-kumpul-kebo-dimakassar-
digerebek-warga , diakses pada tanggal 1 April 2014) 
Partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan seks menjadi mutlak adanya dikarenakan 
persoalan seks bukan hanya merupakan persoalan Hak Asasi Manusia 
(HAM) akan tetapi, juga sangat erat kaitannya dengan persoalan sosial, 
budaya, agama, hukum dan masa depan mahasiswa bangsa ini. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka penulis mengemukakan permasalahan pokok, yakni 
“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Seks Bebas Bagi 
Mahasiswa Di Kota Makassar.” 
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Untuk lebih memudahkan pemecahan permasalahan pokok, maka 
penulis menjabarkan sub-sub masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku seks bebas di 
kalangan mahasiswa? 
2. Bagaimanakah penanggulangan perilaku seks bebas bagi mahasiswa 
di Kota Makassar ditinjau dari sosiologi hukum? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang mennjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk 
mengetahui : 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas 
dikalangan mahasiswa. 
2. Metode penanggulangan perilaku seks bebas bagi mahasiswa di Kota 
Makassar ditinjau dari sosiologi hukum. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Memberikan pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis 
dalam melaksanakan penulisan dan penerapan ilmu pengetahuan. 
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b. Memberikan wacana baru bagi pihak yang terkait dalam upaya 
penanggulangan kebebasan seksual atau seks bebas, khususnya 
bagi kalangan mahasiswa. 
c. Sebagai tolak ukur bagi aparat penegak hukum khususnya 
kepolisian dalam menjalankan tugas dan amanah hukum kedepan. 
 
2. Kegunaan Praktis. 
a. Dapat menjadi referensi bagi penulis-penulis yang akan datang. 
b. Menjadi motivasi bagi masyarakat khususnya bagi para orang tua 
akan pentingnya memberikan perhatian kepada anaknya. 
c. Memberikan informasi kepada para remaja akan bahaya seks 














A. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM 
1. Pengertian Sosiologi Hukum 
Istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan pada tahun 1882, 
oleh Anziolotti yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yaitu filsafat hukum, ilmu 
hukum dan sosiologi. 
Sosiologi hukum memandang hukum sebagai kenyataan social dan 
bukan sebagai kaidah. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai 
fenomena social yang berbeda dengan hukum normatif yang memandang 
hukum sebagai norma-norma positif di dalam perundang-undangan hukum 
nasional. Beberapa pakar yang mempengaruhi sosiologi hukum seperti 
Emile Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich, Talcott Persons, Roscou 
Pound, dan Schuyt. (Achmad Ali, 2008:215) 
Berikut ini beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa 
pakar hukum mengenai sosiologi hukum: 
a. Soerjono Soekanto memberikan batasan pengertian tentang apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan sosiologi hukum, yaitu suatu 
cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris 
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menganalisis atau mempelajari hubungan timbale balik antara 
hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. (Zainuddin Ali, 2005:1) 
b. Satjipto Rahardjo juga mengemukakan batasan tentang sosiologi 
hukum yaitu sosiologi hukum (Sociology of Law) adalah 
pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam 
konteks sosialnya. (Zainuddin Ali, 2005:1) 
c. Sosiologi Hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam 
kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk 
menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan 
menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi 
dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan 
hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak 
dan efektivitas hukum , kultur hukum. 
d. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya 
fenomena hukum tetapi menggunakan topik ilmu sosial dan teori-
teori sosiologis , sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya 
oleh kalangan non hukum tetapi juga dari kalangan hukum 
sendiri.(Achmad Ali, 2009 : 9) 
e. Wignjosoebroto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah salah 
satu cabang kajian sosiologi yang termasuk pada keluarga ilmu 
pengetahuan sosial dan inilah menurut beliau cabang kajian 
tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, yang 
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berperhatian kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan 
mensejahterahkan kehidupannya, serta mempunyai kekhususan 
yang berbeda dengan kalian pada cabang-cabang sosiologi yang 
lain. (Sabian Utsman, 2009:115) 
2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum. 
Menurut Vilhelm Aubert (Achmad Ali, 2009 : 32), sosiologi hukum 
dipandang sebagai suatu cabang ilmu sosiologi umum serupa dengan 
sosiologi keluarga, sosiologi industry, atau sosiologi kedokteran, 
perbendaannya tentu saja karena sosiologi hukum obyek kajiannya adalah 
hukum. Bagi Aubert, sah saja penggunaan sosiologi untuk studi hukum 
dalam rangka membantu para professional hukum untuk menjalankan 
tugas-tugas mereka. Demikian juga hukum dapat membantu para 
legislator dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun 
badan peradilan dalam membuat putusannya. Dalam hal ini yang 
terpenting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum untuk membantu 
mempertinggi kesadaran kaum professional hukum tentang fungsi profesi 





Menurut Roscoe Pound (Achmad Ali, 2009 : 33) bahwa karakteristik 
dari kajian sosiologi di bidang hukum adalah : 
a. Kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari istitusi hukum 
maupun doktrin hukum. 
b. Kemudian bahwa kajian sosiologis berhubungan dengan kajian 
hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan 
metode sains untuk studi analisis lain terhadap perundang-
undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima 
sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum, tetapi tidak 
cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain, 
sebab yang merupakan hal terpenting adalah studi tentang 
pengoperasian kemasyarakatan pada undang-undang tersebut 
serta berbagai efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut. 
c. Titik berat berikut dari perhatian Pound adalah bahwa kajian para 
sosiolog hukum itu ditujukan untuk bagaimana membuat aturan 
hukum menjadi lebih efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara 
keseluruhan di masa silam. 
d. Bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang telah 
dibuat dan dikembangkan tetapi apa efek sosial dari segala doktrin 
hukum yang telah dihasilkan di masa silam dan bagaimana 
memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita 
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bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi sosial, 
ekonomi, dan psikologis. 
e. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara 
wajar atau patut (equitable application of law), yaitu memahami 
aturan hukum sebagai penuntutan umum bagi hakim, yang 
menuntun hakim diberikan kebebasan untuk memutus setiap 
kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat 
mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak 
dengan alasan umum dari masyarakat pada umumnya. 
f. Akhirnya, Pound menitik beratkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
Karakteristik kajian sosiologi hukum yaitu : 
a. Fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan: 
1) Deskripsi, 
2) Pengungkapan (Revealing), 
3) Penjelasan. 
b. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap 
praktik hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan undang-
undang, penerapan dalam pengadilan, maka mempelajari pula 
bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 
kegiatan hukum tersebut. 
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c. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu 
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, 
latar belakang dan sebagainya. Pendapat Max Weber yaitu 
“interpretative understanding”  yaitu cara menjelaskan sebab, 
perkembangan serta efek dari tingkah laku dimaksud mempunyai 
dua segi yaitu luar dan dalam atau internal dan eksternal. 
d. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu 
peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi 
suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan 
masyarakat tertentu. 
e. Sosiologi hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan seperti 
yang tertera pada peraturan itu dan harus diuji dengan data 
empiris. 
f. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, 
tingkah laku yang menaati hukum , sama-sama merupakan obyek 
pengamatan yang setara, tidak ada segi obyektifitas dan bertujuan 





Alan Hunt (Achmad Ali, 2009 : 38) membagi “The Sociological 
Movement in Law” ke dalam dua fase. Dalam fase pertama, ia membahas 
karakteristik dan hubungan satu sama lain antara tiga gerakan sosiologis 
dalam hukum, yaitu: 
a. A Sociology Of Law, Pelopornya antara lain Emile Dukheim dan 
Max Weber; 
b. American Legal Realism, pelopornya antara lain Oliver Wender 
Holmes, Benjamin N Cardozo, dan Karl Liewellyn; 
c. A Sociological jurisprudence, pelopornya antara lain Eugene 
Ehrlich dan Roscoe Pound. 
Fase berikutnya dinamakan oleh Alan Hunt sebagai “A Modern 
Sociology Of Law”, pelopornya antara lain Donald Black, Charles 
Sampford, Roger Cotterel, dan Gerald Turkel. Pada fase ini menunjukkan 
kesinambungan yang sangat signifikan bukan hanya pada ilmu hukum 
yang bersifat sosiologis tapi juga pada ilmu hukum yang bersifat normatif. 
(Achmad Ali, 2009 : 38) 
Mr.J.J. H. Bruggink, menjelaskan perspektifnya bahwa sosiologi 
hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari 
hukum. Hal itu sudah menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara 
langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, 
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melainkan pada kenyataan kemasyarakatan, yang didalamnya hukum 
memainkan peran. Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah 
kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat kedua kaidah-kaidah 
hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam 
kenyataan kemasyarakatan itu. Bagi sosiolog hukum, masalahnya 
berkenaan dengan semua jenis akibat yang dimaksudkan dan yang tidak 
dimaksudkan, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, yang dapat 
ditimbulkan kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. 
Karena itu juga kita dapat mendefinisikan sosiologi hukum sebagai „teori 
tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan 
kemasyarakatan‟. Hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara, Orang 
dapat mencoba menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan 
kemasyarakatan, tetapi juga orang dapat menjelaskan kenyataan 
kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. (Achmad Ali, 2009 : 42) 
3. Obyek Kajian Sosiologi Hukum. 
Menurut Gerald Turkel (Achmad Ali. 2009:61), pendekatan sosiologis 
juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan moral serta 
logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis antara lain: 
a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. 
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b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat 
dalam “the social world” mereka. 
c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi 
hukum. 
d. Bagaimana hukum dibuat. 
e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. 
Schuyt (Achmad Ali. 2009:64) mengemukakan pokok-pokok bahasan 
sosiologi hukum, yang mencakupi empat pokok bahasan: 
a. Sistem-sistem hukum. 
b. Organisasi sosial dari hukum. 
c. Warga negara dalam hukum. 
d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum. 
Soerjono Soekanto (Achmad Ali. 2009:73-74) mengemukakan tujuh 
masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum, yaitu: 
a. Hukum dan sistem sosial masyarakat. 
b. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. 
c. Sistem hukum yang bersifat dualistis. 
d. Hukum dan kekuasaan. 
e. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. 
f. Kepastian hukum dan kesebandingan. 
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g. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang 
mengkaji persoalan-persoalan berikut: 
1) Pengadilan. 
2) Efek dari suatu peraturan perundang-undangan dalam 
masyarakat. 
3) Tertinggalnya hukum-hukum dibelakang perubahan-
perubahan sosial dalam masyarakat. 
4) Definisi hukum dan pelembagaannya. 
5) Hubungan antara para penegak dan pelaksana hukum. 
6) Masalah keadilan.  
Menurut Achmad Ali (2008:19), obyek utama kajian sosiologi hukum 
sebagai berikut: 
a. Dalam mengkaji hukum sebagai government social control, 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah 
khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang 
sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal 
melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. 
b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai mahluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam 
21 
 
masyarakatnya yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
c. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum 
bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans 
Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi yang di 
kemukakan dalamm suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini 
dapat dibahas bagaimana adanya sratifikasi sosial terhadap 
hukum dan pelaksana hukum. 
d. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti 
direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 




    Pengertian Mahasiswa 
Pengertian Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No. 30 Tahun 
1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi 
tertentu. Selanjutnya menurut Sarwono (1978) Mahasiswa adalah setiap 
orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan 
tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu 
kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan 
dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual 
atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali 
syarat dengan berbagai predikat. (definisipengertian.com/2012/pengertian-
defini-mahasiswa-menurut-para-ahli/ di akses pada tanggal 18 maret 2014) 
C. Seks Bebas 
1. Pengertian Seks Bebas 
Free sex menurut Sarwono (1988: 8) didefinisikan sebagai perilaku 
hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa 
ikatan apa-apa selain suka sama suka dan bebas dalam seks. Pendapat 
lain yang dikemukakan Sarwono (2002: 137) bahwa yang dimaksud seks 
bebas adalah hubungan yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan 
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lawan jenis maupun dengan sesama jenis yang di lakukan pada pasangan 
tanpa adanya ikatan pernikahan. 
Free sex menurut Hasan Basri (2000: 10) merupakan kegiatan 
seksual yang menyimpang, yang dilakukan baik secara individual maupun 
bergerombol pada waktu dan tempat yang disepakati bersama. Free sex 
ini biasanya diawali dengan acara-acara yang cukup merangsang secara 
seksual dan pada tempat yang dipandang “aman“ dari pengetahuan 
masyarakat.  
Menurut Kartono (1997: 188), yang dimaksud seks bebas adalah 
hubungan seks secara bebas dengan banyak orang dan merupakan 
tindakan hubungan seksual yang tidak bermoral, dilakukan dengan terang-
terangan tanpa ada rasa malu sebab didorong oleh nafsu seks yang tidak 
terintegrasi, tidak matang, dan tidak wajar.  
Keseluruhan definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
perilaku seks bebas yang dilakukan oleh seseorang merupakan hubungan 
yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun 
dengan sesama jenis, tanpa adanya ikatan perkawinan, dan dapat 
dilakukan secara bebas dengan banyak orang. 
2. Sebab-sebab Seks Bebas 
Menurut Kartono (2005:193-194), immoralitas seksual pada anak-
anak gadis pada umumnya bukanlah didorong oleh motif pemuasan nafsu 
seks seperti pada anak laki-laki umumnya. Mereka biasanya lebih didorong 
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oleh pemanjaan diri dan kompensasi terhadap labilitas kejiwaan yang 
disebabkan karena perasaan tidak senang dan tidak puas atas kondisi diri 
dan situasi lingkungannya. Tindak immoril yang dilakukan oleh gadis-gadis 
ini disebabkan oleh: 
1) Kurang terkendalinya rem-rem psikis. 
2) Melemahnya sistem pengontrol diri. 
3) Belum atau kurangnya pembentukan karakter pada usia pra-puber, 
usia puber dan, adolensens. 
4) Immoralitas di rumah yang dilakukan oleh orang tua atau salah seorang 
anggota keluarga. Anggota keluarga itu mempromosikan tingkah laku 
seksual abnormal kepada anak remaja, yang akhirnya mengakibatkan 
timbulnya seksualitas yang terlalu dini; yaitu seksualitas yang terlalu 
cepat matang sebelum usia kemasakan psikis sebenarnya. Maka 
tindakan immorilnya berlangsung secara liar dan tidak terkendali lagi.  
Kartono (2005: 196), menjelaskan lebih lanjut perbuatan seks bebas 
yang dilakukan oleh remaja pada umumnya disebabkan oleh disharmoni 
dalam kehidupan psikisnya, yang ditandai dengan : 
1) Bertumpuknya konflik-konflik batin. 
2) Kurangnya rem terhadap nafsu-nafsu hewani. 
3) Kurang berfungsinya kemauan dan hati nurani 




5) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, 
ayah atau ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. 
Sehingga anak merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, dan 
ada keinginan untuk memberontak.  
Sedangkan menurut Ajen Dianawati (2003: 7-10), anggapan 
sebagian orang tua bahwa membicarakan masalah seks adalah sesuatu 
yang tabu dan sebaiknya dihilangkan adalah anggapan yang salah dan 
dapat menghambat penyampaian pengetahuan seks yang seharusnya 
sudah dimulai dari segala usia. Pola asuh keluarga yang otoriter atau 
orang tua yang memberikan pendidikan seks dengan hanya memberikan 
laranganlarangan menurut ajaran agama dan norma-norma yang berlaku 
atau berupa kata-kata “tidak boleh” tanpa adanya penjelasan yang lebih 
lanjut, kurangnya komunikasi dan tidak mengajak diskusi masalah seks 
yang ingin diketahui oleh anak, orang tua tidak memberikan informasi yang 
sejelas-jelasnya dan terbuka akan segala sesuatu masalah seks tanpa 
perasaan segan juga sangat tidak efektif untuk mempersiapkan para 
remaja dalam menghadapi kehidupan dan pergaulannya yang semakin 
bebas. Ini malah akan semakin menjerumuskan remaja pada aktivitas 






3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Seks Bebas. 
Kartono (2005: 196-197) mengungkapkan bahwa perilaku seks 
bebas dipengaruhi oleh : 
1) Belum adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan 
hubungan seks dengan peraturan tertentu.  
Dorongan seks begitu dasyat dan besar pengaruhnya terhadap 
manusia. Seks bisa membangun kepribadian, tetapi juga bisa 
menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. 
2) Perubahan sosial 
Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi 
menyebabkan perubahan sosial yang demikian cepat pada hampir 
semua kebudayaan manusia. Perubahan sosial ini mempengaruhi 
kebiasaan hidup manusia, termasuk mempengaruhi pola-pola seks 
yang konvensional menjadi keluar dari jalur-jalur konvensional 
kebudayaan, sehingga bertentangan dengan sistem regulasi seks yang 
konvensional, dan terjadilah apa yang dinamakan seks bebas. 
Pelaksanaan seks bebas banyak dipengaruhi oleh penyebab dari 
perubahan sosial, seperti : urbanisasi, mekanisasi, alat kontrasepsi, 
pendidikan, demokratisasi fungsi wanita dalam masyarakat dan 
modernisasi. 
Ketidakpekaan orang tua dan pendidik terhadap kondisi remaja 
menyebabkan remaja sering jatuh pada kegiatan tuna sosial. Ditambah 
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lagi keengganan dan kecanggungan remaja untuk bertanya pada orang 
yang tepat semakin menguatkan alasan kenapa remaja sering bersikap 
tidak tepat terhadap organ reproduksinya. Data menunjukkan dari remaja 
usia 12-18 tahun, 16% mendapat informasi seputar seks dari teman, 35% 
dari film porno, dan hanya 5% dari orang tua. Remaja dalam 
perkembangannya memerlukan lingkungan adaptif yang menciptakan 
kondisi yang nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter 
bertanggung jawab terhadap dirinya. Ada kesan pada remaja, seks itu 
menyenangkan, puncak rasa kecintaan, yang serba membahagiakan 
sehingga tidak perlu ditakutkan. Berkembang pula opini seks adalah 
sesuatu yang menarik dan perlu dicoba. Terlebih lagi ketika remaja tumbuh 
dalam lingkungan mal-adaptif, akan mendorong terciptanya perilaku 
amoral yang merusak masa depan remaja. Dampak pergaulan bebas 
mengantarkan pada kegiatan menyimpang seperti seks bebas, tindak 
kriminal termasuk aborsi, narkoba, serta berkembangnya penyakit menular 
seksual (PMS). Beberapa penelitian menunjukkan, remaja putra maupun 
putri pernah berhubungan seksual. (Armaidi Tanjung, 2007: 35) 
Penelitian di Jakarta tahun 1984 menunjukkan 57,3% remaja putri 
yang hamil pranikah mengaku taat beribadah. Penelitian di Bali tahun 1989 
menyebutkan 50% wanita yang datang disuatu klinik untuk mendapatkan 
induksi haid berusia 15-20 tahun. Menurut Prof Wimpie, Induksi Haid 
adalah nama lain untuk aborsi. Sebagai catatan kejadian aborsi di 
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Indonesia cukup tinggi yaitu 2,3 juta per tahun. 20% di antaranya remaja. 
(Wiranto Sarlito, 1990 : 57) 
Pengetahuan remaja mengenai dampak seks bebas masih sangat 
rendah. Yang paling menonjol dari kegiatan seks bebas ini adalah 
meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Di Amerika, 1 dari 2 
pernikahan berujung pada perceraian, 1 dari 2 anak hasil perzinahan, 75% 
gadis mengandung diluar nikah, setiap hari terjadi 1,5 juta hubungan 
seksual dengan pelacuran. Di Inggris 3 dari 4 anak hasil perzinahan, 1 dari 
3 kehamilan berakhir dengan aborsi, dan sejak tahun 1996 penyakit 
syphillis meningkat hingga 46%. Di Perancis, penyakit gonorhoe meningkat 
70% dalam jangka waktu satu tahun. (Gamal Komandoko, 2009 : 125) 
 
4. Bentuk-bentuk Seks Bebas dan Pengaturannya 
1. Seks Bebas atas dasar suka sama suka. 
Seks bebas atas dasar suka sama suka atau seks bebas yang 
dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan biasa juga disebut 
Fornication dalam hukum islam tergolong dalam perbuatan zina. 
KUHP bersumber dari hukum barat, maka perzinaan menurut 
hukum  barat, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, yaitu 
hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan 
dengan orang lain (Andi Hamzah, 1992 : 114). 
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Menurut Wirjono Projodikoro (1981 : 132), “berzina yaitu 
bersetubuh dengan orang lain daripada suami atau istrinya. 
Sue Titus Reid berpendapat bahwa, fornication adalah hubungan 
seksual yang tidak sah di antara dua orang yang masing-masing tidak 
terikat perkawinan. Dalam beberapa pendapat, menurut Reid, 
fornication juga diterapkan terhadap seorang yang tidak terikat 
perkawinan yang melakukan hubungan seksual dengan seorang yang 
terikat perkawinan dengan orang lain. (Neng Djubaedah, 2010 : 183) 
Larangan fornication tidak diatur secara tegas dalam KUHP, 
kecuali fornication dengan anak yang belum berumur 15 (lima belas) 
tahun atau anak yang belum waktunya untuk dinikahi, diancam 
hukuman pejara paling lama 9 (sembilan) tahun, sebagaimana 
ditentukan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Jenis deliknya pun merupakan 
delik aduan, bukan delik umum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
287 ayat (2) KUHP. (Andi Hamzah, 1992 : 115). 
Pasal 287 ayat (1) menentukan bahwa, “Barangsiapa bersetubuh 
dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, 
atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” 
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Pasal 287 ayat (2) menentukan bahwa “Penuntutan hanya 
dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 
tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan 294.” 
Hal ini berarti, perbuatan zina tersebut hanya dapat diadukan oleh 
perempuan yang bersangkutan, demikian pula pendapat R.Soesilo 
bahwa Delik Aduan dapat berubah menjadi delik umum jika terjadi 
pengecualian-pengecualian sebagai berikut, yaitu jika persetubuhan 
diluar nikah (perzinaan) tersebut: 
1. Dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 12 (dua belas) 
tahun, atau 
2. Mengakibatkan luka berat 
3. Mengakibatkan kematian 
4. Terjadi incest, yaitu perbuatan cabul (termasuk perzinaan) dengan: 
a. anak kandung 
b. anak tirinya 
c. anak angkatnya, atau 
d. anak yang berada dalam pengawasannya yang usianya belum 
dewasa, atau 
e. orang belum dewasa yang pemeliharaan, pendidikan, dan 
penjagaan terhadap anak tersebut diserahkan kepadanya 
(pelaku kejahatan seksual), atau 
f. pekerja dalam rumah tangganya yang belum dewasa, atau 
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g. orang yang menjadi bawahannya dalam pekerjaan yang belum 
dewasa. 
R. Soesilo pun merumuskan unsur-unsur delik yang harus dipenuhi 
menurut Pasal 287 KUHP. (Neng Djubaedah, 2010 : 185) 
1. Perempuan itu harus bukan istrinya. Jika istrinya sendiri, 
mungkin dapat dikenakan Pasal 288, akan tetapi persetubuhan 
itu harus berakibat luka pada tubuh perempuan tersebut. 
2. “persetubuhan” itu harus betul-betul dilakukan. Jika belum betul-
betul dilakukan, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 290 
ayat (2), yaitu hanya termasuk perbuatan cabul. 
3. Pelaku pelanggaran harus mmengetahui atau patut dapat 
menyangka, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 
(lima belas) tahun, atau jjika umur ini belum nyata, bahwa 
perempuan itu belum masanya untuk dikawini. 
4. Peristiwa tersebut merupakan delik aduan, kecuali jika usia 
perempuan tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun, atau 
peristiwa tersebut berakibat luka berat atau mati. 
2. Homoseksualitas 
Homoseksual (Neng Djubaedah, 2010 : 90) adalah hubungan 
seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama yaitu laki-laki 
dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar 
kesukarelaan mereka. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu 
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dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum pidana islam disebut 
liwath, sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan 
oleh sesama perempuan disebut musahaqah. Menurut Hukum Islam 
homoseksual itu dilarang. 
Ketentuan hubungan sesama jenis kelamin di Indonesia masih 
tetap diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 494 RUU-
KUHP 2008 yang mengadopsi ketentuan Pasal 292 KUHP, kecuali 
terhadap orang-orang yang secara tegas dilarang dilakukan. 
Pasal 292 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.” 
 
Pasal 494 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
yang sama jenis kelaminnya yang diketahuinya atau patut diduga 
belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.” 
 
Pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP 2008 ditemukan 
adanya perbedaan pada segi hukuman dan batasan umur orang yang 
dapat dijadikan pasangan homoseksual. 
1. Segi hukuman. Pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara 
paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 494 RUU-KUHP 2008 
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menentukan hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun 
dan paling lama tujuh tahun. 
2. Segi usia. Pasal 292 KUHP menentukan batasan umur orang yang 
dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah “yang diketahuinya 
atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa”, dalam Pasal 494 
RUU-KUHP 2008 disebutkan secara tegas bahwa pasangan yang 
dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah orang yang 
berumur 18 (delapan belas) tahun. 
3. Komersialisasi Seks (Pelacuran) 
Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, 
yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa 
uang. Menurut Tuong (Bagong Suyanto, 2010: 159), Tiga unsur utama 
dalam praktik pelacuran adalah : Pembayaran, Promiskuitas dan 
Ketidakacuhan emosional. Secara lebih terperinci Purnomo dan Siregar 
(Bagong Suyanto, 2010:159) menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan prostitusi, pelacuran, atau persundalan adalah peristiwa 
penyerahan tubuh oleh wanita kepada lelaki dengan imbalan 
pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si 
pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Sementara itu, W.A. 
Bonger (Bagong Suyanto, 2010:159) menyatakan prostitusi adalah 
gejala kemasyarakatan dimana perempuan menjual diri melakukan 
perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. 
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Noelen Heyzer (Bagong Suyanto, 2010: 160) membedakan tiga 
macam tipe pellacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola 
bisnis pelacuran. 
1. Pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Seringkali 
mereka beroperasi dipinggir jalan atau masuk satu bar ke bar 
yang lain. 
2. Pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling 
terkait secara hirarkis. Biasanya si pelacur hanya memperoleh 
sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. 
3. Pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau 
organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi, 
dan hotel-hotel. 
Pelacur yang membuka praktik pelayanan jasa seksual di kompleks 
lokalisasi mereka biasanya bekerja dibawah naungan atau koordinasi 
seorang germo. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari, 
yaitu orang (laki-laki atau perempuan) yang mata pencahariannya, baik 
sambilan ataupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan, atau turut 
serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin 
serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan 
mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur 
dengan laki-laki untuk bersetubuh. Dari pekerjaan tersebut germo 
mendapat sebagian besar dari hasil uang yang diperoleh pelacur. Para 
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pelacur umumnya berasal dari daerah pedesaan. Dengan alasan-alasan 
yang bervariasi terbujuk dalam lembah hitam. 
5. Hukum Islam Bagi Pelaku Seks Bebas (zina) 
Sungguh Allah SWT telah mengkhususkan hukuman dosa zina 
daripada hukuman-hukuman yang lainnya dengan tiga kekhususan yaitu: 
a. Dibunuh dengan cara yang sangat keji jika pelakunnya seorang 
yang telah menikah, dan terkadang dicambuk (hukuman ini bagi 
pelaku zina yang belum menikah), terkadang digabungkan antara 
dua hukuman kepada pelakunya, yaitu pada tubuhnya dengan 
cambukan dan pada hatinya dengan di asingkan. 
Ada sebuah hadits shahih bahwasanya datang seorang 
Arab gunung kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata: 
“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak lelakiku bekerja pada si 
fulan, lalu ia berzina dengan istrinya. Diberitakan kepadaku 
bahwa anak lelakiku harus dirajam. Maka aku membayar fidyah 
darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. 
Kemudian aku bertanya kepada ulama dan mereka 
memberitahukan kepadaku bahwa anak lelakiku harus dicambuk 
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun Istri si 
fulan itu harus dirajam.” 
 
Lalu, Nabi Muhammad SAW, bersabda: 
“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku akan 
menetapkan hukum di antara kalian berdua dengan Kitab Allah, 
ambillah kembali budak wanita dan kambing itu olehmu adapun 
anak lelakimu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan 
selama satu tahun. Pergilah engkau wahai Unais kepada istri si 
fulan ini. Jika ia mengakui (perbuatannya) rajamlah ia. (Lalu, ia 
pun pergi kepada wanita tersebut dan wanita itu pun 
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mengakuinya. Maka Nabi SAW memerintahkan agar wanita 
tersebut dirajam, lalu dirajamlah ia).” (HR.Muslim) 
 
b. Allah SWT melarang para hamba-Nya dari kaum mukminin agar 
tidak mencegah tegaknya hukuman Allah SWT dalam agama-
Nya atas dasar belas kasihan. Allah SWT berfirman : 
“Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk menjauhkan kamu untuk (menjalankan) agama Allah dan 
hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS.An-
Nuur [24] : 2) 
 
c. Allah SWT, mewajibkan agar aib keduanya (para pelaku zina) 
ditampakkan. Karena, jelek dan kejinya perbuatan zina maka 
Allah SWT mewajibkan perkara tersebut untuk dilaksanakan 
ditempat yang terlihat oleh kaum mukminin, tidak boleh dilakukan 
ditempat yang keduanya tidak terlihat oleh siapapun. Hal ini untuk 
kemaslahatan hukum dan hikmah dari sebuah pelarangan. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi : 
“Dan Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-nuur [24] : 2) 
 
6. Rancangan Hukuman Bagi Pelaku Seks Bebas / Kumpul Kebo 
Menurut RUU KUHP . 
Dari hasil survei tentang pelajar yang melakukan perzinahan (free 
sex) atau yang dikenal dengan sebutan kumpul kebo, ternyata 62% dari 
responden pelajar SMP pernah melakukan hubungan sex, dan 27% 
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sudah pernah melakukan tindakan aborsi. Sangat mengerikan 
membayangkan masa depan negeri ini. Hal inilah yang mungkin 
mendasari perlunya dibuat Undang-undang kumpul kebo atau Undang-
undang Perzinahan. Dalam KUHP yang berlaku saat ini sudah ada 
undang-undang tentang perzinahan, tetapi hanya berlaku bagi pasangan 
yang sudah bersuami atau beristri dan belum menjangkau pasangan 
yang masih lajang atau pasangan dibawah umur yang melakukan sex 
bebas. 
Pemerintah mengusulkan RUU KUHP ke DPR pada 6 Maret 2013 
lalu Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi sex bebas yang 
sekarang ini marak dan seolah sudah menjadi hal yang lumrah. 
 Saat masyarakat ingin memberangus kumpul kebo, mereka 
kebingungan karena tidak ada aturan hukumnya.  
Selama ini, KUHP yang berlaku tidak mempidana pasangan kumpul 
kebo. KUHP itu dibuat pada 1830 oleh pemerintah Hindia Belanda dan 
dibawa ke Indonesia pada 1872. Pemerintah kolonial memberlakukan 
secara nasional di Indonesia pada 1918 hingga saat ini. 
Jika RUU KUHP ini disahkan, maka tidak perlu pembuktian adanya 
hubungan seksual antara pasangan kumpul kebo tersebut. Asalkan hidup 




Pasal 485 Rancangan Undang-Undang KUHP menyebutkan  bahwa 
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar 
perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana 
paling banyak Rp 30 juta . Hukuman ini bersifat alternatif, yaitu hakim 
dapat memilih apakah dipidana atau didenda. 
Di Barat, kumpul kebo atau samen leven tidak memidana pasangan 
kumpul kebo. Di sejumlah daerah di Indonesia, pasangan kumpul kebo 
diarak keliling kampung atau dikawinkan paksa. Itulah sebabnya lahir 
RUU KUHP untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. 
Menurut Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Dr 
Mudzakir yang merupakan salah satu anggota tim perumus mengatakan, 
Jika KUHP ini diketok DPR, maka tidak perlu pembuktian adanya 
hubungan seksual antara pasangan kumpul kebo tersebut. Asalkan 
sehidup dalam satu rumah atau satu kamar layaknya suami istri maka 
dapat dipidana. 
Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak melaporkan pasangan 
kumpul kebo sehingga pasangan kumpul kebo bisa dipidanakan? Ini 
yang masih menjadi kelemahan, karena yang bisa melaporkan pasangan 
kumpul kebo hanyalah orang-orang yang mempunyai kepentingan 
langsung atau orang yang merasa dirugikan, seperti suami, istri, ibu kos, 
orang tua, dll. 
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Jadi kalau ada razia dari satpol PP atau razia dari polisi atau hansip 
kemudian menemukan pasangan sedang melakukan kumpul kebo, 
mereka tidak bisa melaporkan kejadian ini. Akan lebih baik kalau semua 
orang yang mengetahui atau melihat pasangan sedang melakukan 
kumpul kebo bisa melaporkan ke polisi. 
(http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/03/21/23675/ruu-kuhp-
jerat-hukum-buat-para-jomblo-yang-suka-kumpul-















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Mannuruki dalam wilayah hukum Kota 
Makassar dengan pertimbangan bahwa di Kota Makassar utamanya di 
mannuruki yang mempunyai tingkat seks bebas mahasiswa yang 
cukup tinggi dan di Mannuruki juga terdapat beberapa kampus-
kampus besar . Secara spesifik, penelitian akan dilaksanakan di 
Kantor Polsekta Tamalate Kota Makassar dan Rumah Kontrakan yang 
ada di Mannuruki, Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas: 
a. Data primer berupa data yang diperoleh penulis dengan 
mengadakan wawancara dan kuisioner kepada responden 
terkait. 
b. Data sekunder berupa data yang diperoleh penulis dari buku-
buku dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 




2. Sumber data 
Sumber data yang diperoleh penulis pada penulisan skripsi ini 
bersumber dari: 
a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara 
langsung dengan melakukan wawancara dengan aparat 
kepolisian, mahasiswa yang berkediaman di rumah kontrakan. 
b. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, serta 
sumber-sumber lainnya yang terkait. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui yakni 
melalui penelitian pustaka (library research). Dan penelitian lapangan 
(field research). 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Didalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah 
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hukum, surat kabar atau majalah serta peraturan-peraturan yang 
ada hubungannya dengan materi skripsi. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Didalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
menempuh cara wawancara dengan aparat penegak hukum di 
Kantor Polsekta setempat dan warga disekitar lokasi penelitian 
serta mahasiswa yang bermukim di rumah kontrakan. Penulis juga 
memberikan kuisioner kepada beberapa responden terkait 
penelitian ini. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek 
penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi yaitu 
Seluruh Mahasiswa yang bermukim di Rumah Kontrakan yang ada di 
Mannuruki Kota Makassar. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 
populasinya, sedangkan sampling adalah prosedur yang digunakan 
untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun 
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hanya sedikit saja yang diwawancarai. Jadi, sampel diharapkan benar-
banar mewakili ciri-ciri suatu populasi. 
Teknik sampling adalah penilitan kualitatif berbeda dengan 
nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan 
faktor-faktor kontekstual.. jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah 
untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam 
sumber. Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang 
akan menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul. Sampel yang 
digunakan oleh penulis mencakup beberapa mahasiswa yang 
bermukim di rumah kontrakan di Mannuruki yang dipilih secara acak. 
E. Analisis Data  
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
menjawab dan memecahkan  masalah serta pendalaman secara 
menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data Kasus Perbuatan Seks Bebas / kumpul kebo yang dilakukan 
Oleh Mahasiswa Di Kota  Makassar 
Untuk mengetahui tingkat perkembangan perilaku seks bebas oleh 
mahasiswa dari tahun 2011 sampai tahun 2013 di Kota Makassar, serta 
faktor-faktor penyebab mahasiswa melakukan perilaku seks bebas dan 
upaya penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis telah melakukan 
penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari berbagai sumber yang 
diantara lain : 
1. Polrestabes Kota Makassar (Disposisi ke Polsek Tamalate) 
2. Rumah Kontrakan Mahasiswa di Kota Makassar 
Dari kedua tempat penelitian yang dilakukan penulis diatas dapat 
memberikan suatu gambaran yang nyata berdasarkan fakta dilapangan 
tentang keadaan atau jumlah kasus perilaku seks bebas yang dilakukan 
oleh mahasiswa yang terjadi di wilayah hukum kota makassar. 
Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai data kasus seks bebas 
oleh mahasiswa yang terjadi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 
(Januari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013) adalah sebagai berikut. 
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1. Data Polrestabes Kota Makassar (Disposisi ke Polsek Tamalate) 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dan wawancara di Polsek 
Tamalate maka dapat diketahui beberapa data kasus perilaku seks 
bebas (kumpul kebo) yang terhimpun dalam rekapitulasi data kasus 
perilaku seks bebas di Polsek Tamalate yang didapat dari hasil 
penggerebekan oleh aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) di beberapa lokasi di area Kecamatan Tamalate 
termasuk Mannuruki selama bulan Januari 2011 sampai dengan tahun 
2013. 
Berikut data rekapitulasi kasus perilaku seks bebas yang dilakukan 
oleh Mahasiswa di Kota Makassar mulai bulan januari 2011 sampai 










Data jumlah pelaku yang melakukan perbuatan seks bebas / 
kumpul kebo berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2013 
NO PEKERJAAN 
TAHUN PERSENTASE 
(%) 2011 2012 2013 
1 PELAJAR SMA 2 4 2 11.1 % 
2 MAHASISWA 6 8 8 30.5 % 
3 PNS 6 6 8  27.7 % 
4 WIRASWASTA 2 6 4  16.6 % 
5 PENGANGGURAN 4 4 2 13.8 % 
JUMLAH 72  100 % 
Sumber Data : Polsekta Tamalate, Januari 2011 -  2013 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas 
jumlah pelaku seks bebas / kumpul kebo berdasarkan jenis pekerjaan 
mahasiswalah yang menempati urutan tertinggi yaitu dengan jumlah 
22 pelaku dengan persentase 30.5% dari total 72 pelaku. Hal ini dapat 
kita lihat dari jumlahnya yang meningkat dari tahun 2011 sampai 2012 
dan 2013, Yaitu 6 pelaku pada tahun 2011 dan masing – masing 8 
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pelaku yang terjaring dalam penggerebekan pada tahun 2012 dan 
2013. 
Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaku 
seks bebas dikalangan mahasiswa sangatlah tinggi dan perlu lebih 
diperhatikan lagi oleh pemerintah. 
Menurut AIPDA Agus Salim Gama yang diwawancarai pada 
tanggal 08 Mei 2014, Meningkatnya jumlah pelaku seks bebas 
dikalangan mahasiswa dari tahun 2011 sampai 2013 disebabkan oleh 
adanya beberapa faktor yaitu : 
1. Tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku seks bebas dan hal ini 
menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku sehingga pelaku 
seks bebas tidak takut untuk melakukan perbuatan tersebut. 
2. Para Remaja jaman sekarang tidak membatasi diri sehingga 
mudah terpengaruh dengan budaya-budaya bangsa barat dan 
akhirnya terjerumus kedalam pergaulan bebas. 
3. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya sehingga 
sang anak merasa lebih nyaman bersama teman-temannya 
dibandingkan dirumah sendiri, padahal peran orangtua sangat 
penting dalam hal pendidikan moral dan pendidikan agama. 
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2.  Data di Rumah Kontrakan Mahasiswa di Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu berupa 
wawancara dan kuisioner yang disebar secara acak di beberapa 
rumah kontrakan di Kota Makassar dan di Mannuruki pada khususnya 
maka hasil yang di dapat penulis dari penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut. 
1). Randy 
Berdasarkan Informasi dari beberapa sumber terpercaya 
penulis berhasil menemui salah satu mahasiswa yang pernah 
melakukan perbuatan seks bebas dengan pacarnya. 
Randy salah satu mahasiswa yang kuliah di salah satu kampus 
terkemuka di Makassar, yang diwawancarai pada tanggal 19 Mei 
2014 mengaku bahwa dirinya pernah melakukan hubungan seksual 
dengan pacarnya yang juga adalah salah satu mahasiswi di salah 
satu kampus terkemuka Di Makassar. Randy yang tinggal sendiri di 
rumah kontrakannya di Mannuruki mengaku pernah melakukan 
hubungan intim karena tergiur pelukan dan ciuman dari sang 
kekasih dan ketika ada kesempatan gejolak nafsu tidak terkendali 
maka akan berlanjut kehubungan badan atau dengan kata lain 
berhubungan intim dengan sang kekasih. Randy juga mengatakan 
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pada awalnya pacar sempat menolak untuk melakukan hubungan 
intim tersebut tapi Randy tetap membujuk dengan cara meminta 
ketulusan bukti cinta dari pacarnya dengan melakukan hubungan 
intim.  
Randy juga mengemukakan beberapa faktor yang 
menyebabkan mengapa dia melakukan hubungan intim tersebut 
yakni: 
1. Di rumah kontrakan tempat Randy tinggal tidak ada kontrol dari 
pemilik kontrakan. 
2. Di rumah kontrakannya tidak ada batasan waktu untuk bertamu 
sehingga Randy bebas membawa teman ke rumah 
kontrakannya kapan saja ia mau. 
3. Pengaruh seringnya dia menonton video porno sehingga 
merangsang gejolak nafsu seksualnya untuk melakukan hal 
yang sama seperti yang dia tonton di video tersebut. 
4. Terjual bebasnya kondom di beberapa toko dan apotek 
disekitar tempat dia tinggal sehingga mengurangi rasa 
khawatirnya akan hamilnya sang pacar. 
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5. Banyaknya anggapan dari beberapa teman-teman di 
lingkungan sepergaulannya yang pernah melakukan hubungan 
intim bahwa berhubungan seks itu nikmat jadi dia juga ingin 
merasakannya. 
2). Vina 
 Lain halnya dengan Randy, Vina 22 tahun salah satu 
Mahasiswa perguruan tinggi swasta yang diwawancarai pada 
tanggal 21 Mei 2014 mengaku pernah berhubungan seksual dengan 
pacarnya disalah satu kost-kostan di kota Makassar tempat ia 
pernah menetap , vina mengaku pada awalnya ia melakukan 
perbuatan tersebut karna dipaksa sang pacar akan tetapi lama 
kelamaan ia sendiri menikmati perbuatan intim tersebut. Berselang 
waktu setahun setelah kejadian itu bermula sang pacar meminta 
memutuskan hubungan asmaranya dengan Vina karna ternyata 
sang pacar telah menghamili wanita lain. Vina mengaku pada saat 
itu ia sangat frustasi bahkan sampai ingin bunuh diri, tapi seorang 
teman Vina menghalangi niatnya untuk bunuh diri.  
 Dan karena kebiasaan berhubungan seksual dengan mantan 
pacarnya. Vina mengaku kecanduan melakukan perbuatan tersebut, 
sehingga Vina sendiri merasa kalo berhubungan seksual sudah 
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menjadi kebutuhan biologis yang harus terpenuhi, tanpa fikir 
panjang vina mengikuti ajakan temannya untuk menjadi pekerja 
seks komersial karena selain kebutuhan biologisnya terpenuhi ia 
juga bisa mendapatkan imbalan uang dari pekerjaan hina itu. 
3). Makmur 
 Makmur 32 Tahun, pekerjaan sebagai pedagang sayur di salah 
satu pasar tradisional di Mannuruki mengungkapkan bahwa 
pertengahan Maret 2014 lalu ia menemukan mayat bayi dalam 
kardus kosong di tempat sampah yang berdekatan dengan tempat 
ia berjualan, makmur mengaku pada saat itu tepatnya selepas 
sholat subuh ia hendak membuang sampah dan menemukan ada 
kardus yang di dalamnya ada bayi yang sudah tidak beryawa , 
setelah itu dia dibantu warga yang lain melaporkan penemuan 
mayat tersebut ke aparat kepolisian. Pihak Kepolisian lalu 
membawa mayat tersebut karena diduga mayat bayi tersebut 






Sedangkan dari hasil Kuisioner yang penulis telah sebar 
diperoleh data sebagai berikut.  
Dari hasil penelitian melalui kuisioner yang dibagikan ke 20 
responden di beberapa rumah kontrakan di Kota Makassar yang 
terbagi menjadi 10 pertanyaan yaitu di dapatka data sebagai 
berikut: 
Tabel 2. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-1  
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Saya Mengetahui bahaya seks bebas. 20 - 
Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari Tabel diatas diketahui bahwa semua Responden 
mengetahui akan bahaya seks bebas. Artinya semua mahasiswa 
sadar akan dampak dan kerugian yang bisa ditimbulkan jika 






Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-2  
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Saya tinggal di rumah kontrakan sendiri 
tanpa ada teman sekamar 
7 13 
Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari Tabel diatas diketahui bahwa Tidak semua Responden 
tinggal sendirian di Rumah Kontrakannya melainkan hanya ada 7 
Responden dari 20 Responden yang diteliti. Hal ini berarti masih 
lebih banyak mahasiswa yang tinggal berdua atau lebih 
dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal sendiri. 
Tabel 4. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-3 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Di rumah kontrakan tempat saya tinggal 
tidak ada batasan waktu untuk berkunjung 
7 13 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
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Dari Tabel diatas diketahui bahwa tidak semua rumah 
kontrakan membatasi waktu berkunjung terhadap tamunya. Hanya 
ada 13 dari 20 Responden yang yang diteliti mengaku ada 
pembatasan waktu berkunjung di Rumah Kontrakannya. Hal ini 
berarti masih lebih banyak Rumah Kontrakan yang membatasi 
waktu untuk berkunjung bagi tamu yang ingin berkunjung. 
Tabel 5. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-4 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Apakah di rumah kotrakan tempat anda 
tinggal selalu ada kontrol dari pemilik 
rumah kontrakan?  
12 8 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak Semua Pemilik Rumah 
Kontrakan selalu melakukan kontrol langsung di Rumah Kontrakan 
yang ia sewakan. Hanya ada 12 dari 20 Responden yang diteliti 
mengaku ada kontrol langsung dari pemilik Rumah Kontrakan 
(Kost), selebihnya ada 8 responden yang mengaku tidak pernah 





Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-5 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Apakah sekarang anda punya teman 
special (pacar)? 
10 10 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak semua Mahasiswa 
mengaku memiliki teman spesial atau pacar. Hanya ada 10 dari 20 
Responden yang diteliti mengaku memiliki pacar. 
Tabel 7. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-6 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Pernahkah anda membawa teman atau 
pacar ke rumah kontakan anda? 
12 8 




Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak semua Mahasiswa 
pernah membawa teman/pacarnya ke rumah kontrakan yang ia 
tinggali. Hanya ada 12 dari 20 Responden yang mengaku pernah 
membawa teman/pacarnya ke Rumah Kontrakan tempat ia tinggal. 
Tabel 8. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-7 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Tahukah anda akan adanya Rancangan 
Undang-Undang KUHP yang menyatakan 
bahwa pelaku seks bebas/kumpul kebo 
akan dihukum pidana penjara paling lama 
1 tahun dan pidana denda Rp.30 juta? 
  
6 14 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak semua Mahasiswa 
mengetahui Pasal 485 Rancangan Undang-Undang KUHP yang 
menyatakan bahwa pelaku kumpul kebo jika didapati akan di hukum 
pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan sanksi denda 30 Juta 
rupiah. Hanya ada 6 dari 20 responden yang diteliti yang 





Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-8 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Setujukah anda dengan RUU tentang 
kumpul kebo ? 
15 5 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari tabel di atas diketahui bahwa lebih banyak responden yang 
setuju jika Pasal 485 RUU KUHP pada point ke tujuh diatas di 
sahkan dari pada yang menyatakan tidak setuju. Ada 15 responden 
yang setuju dan 5 responden yang tidak setuju. 
Tabel 10. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-9 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Pernahkah anda berhubungan seksual 
dengan pacar anda? 
1 19 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa hanya ada 1 responden yang 
mengaku pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya dan 
19 responden lainnya mengaku tidak pernah melakukan hubungan 
intim. 
Tabel 11. 
Hasil kuisioner dari responden di beberapa rumah kontrakan 
Pertanyaan ke-10 
PERTANYAAN / PERNYATAAN 
JUMLAH RESPON 
YA TIDAK 
Sadarkah anda bahwa kumpul kebo/seks 
bebas itu adalah perbuatan yang tercela 
dan melanggar norma-norma agama? 
20 0 
 Sumber: Hasil Kuisioner Responden di beberapa Rumah Kontrakan 
Dari tabel di atas diketahui bahwa semua responden mengaku 
sadar bahwa seks bebas/ kumpul kebo adalah perbuatan yang 







B. Faktor Penyebab Mahasiswa Melakukan Perilaku Seks Bebas 
Dari Hasil Penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya baik 
dengan teknik kepustakaan, maupun dengan teknik lapangan yaitu 
wawancara dan pembagian kuisioner dibeberapa Rumah Kontrakan maka 
dapat penulis simpulkan beberapa faktor penyebab mahasiswa 
melakukan perilaku seks bebas adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Internal. 
Faktor Internal disini adalah faktor yang mempengaruhi si 
pelaku dari dalam dirinya sehingga terdorong melakukan 
perbuatan seks bebas, yaitu: 
a. Kurangnya kuatnya Iman dalam diri pelaku, sehingga tak 
bisa menahan diri untuk melakukan hal tersebut. Dalam 
hal ini peran orangtua sangat penting untuk memberikan 
perhatian dan menanamkan nilai moral, ahlak, dan 
pendidikan agama kepada anaknya sehingga tidak goyah 
imannya untuk melakukan perbuatan dosa. 
b. Kebiasaan pelaku menonton video porno yang membuat 
diri pelaku mulai berkhayal untuk melakukan perbuatan 
yang sama dengan yang di tontonnya. 
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2. Faktor Eksternal. 
Faktor Eksternal disini adalah faktor yang mempengaruhi si 
pelaku dari luar dirinya sehingga terdorong melakukan 
perbuatan seks bebas, yaitu: 
a. Tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku seks 
bebas dan hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera 
bagi pelaku sehingga pelaku seks bebas tidak takut 
untuk melakukan perbuatan tersebut. 
b. Para mahasiswa jaman sekarang tidak membatasi diri 
sehingga mudah terpengaruh dengan budaya-budaya 
bangsa barat dan akhirnya terjerumus kedalam 
pergaulan bebas. Dalam hal ini terjadi perubahan sosial 
didalam masyarakat yang mengesampingkan nilai-nilai 
budaya bangsa indonesia. 
c. Terjual bebasnya kondom di beberapa toko/warung dan 
apotek disekitar tempat mahasiswa tinggal sehingga 
mengurangi rasa khawatirnya akan hamilnya sang pacar. 
d. Kurangnya Kontrol oleh pemilik rumah kontrakan 
mahasiswa sehingga mahasiswa bebas membawa 
temannya keluar masuk rumah kontrakan. 
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C. Upaya Penanggulangan Perilaku Seks Bebas Oleh Mahasiswa. 
Upaya penanggulangan perilaku seks bebas oleh Mahasiswa 
dilakukan secara massif dan dinamis antara unsur-unsur aparat penegak 
hukum dan masyarakat itu sendiri. Selain itu upaya pembimbingan yang 
dilakukan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan 
perlu dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, serta cara berpikir dari 
anak mereka dalam menghindari segala bentuk perilaku seks bebas. Dan 
juga memberikan pengetahuan yang positif tentang internet dan 
bagaimana cara bergaul dengan teman yang baik.  
Upaya penanggulangan perilaku  seks bebas di kalangan 
Mahasiswa tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran untuk 
waspada dan mengantisipasi terhadap segala bentuk bahaya-bahaya 
yang dapat ditimbulkan dari perbuatan seks bebas contohnya berbagai 
macam penyakit yang bisa terjangkit dan kerugian lainnya. Pelaku 
diharapkan dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup 
sehat, produktif, kreatis dan bermanfaat bagi diri pribadi dan 
lingkungannya. 
Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar anak 




1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya ini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya 
perilaku yang dilakukan oleh Mahasiswa yang masih sangat rentan 
terhadap pengaruh buruk lingkungan dan pergaulan sekitarnya. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan agar Mahasiswa 
tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yaitu : 
a. Meningkatkan keimanan diri Mahasiswa terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang 
dapat mencegah Mahasiswa untuk tidak terpengaruh dan 
terjerumus dalam Seks Bebas. 
b. Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada para 
Mahasiswa mengenai dampak kerugian melakukan seks bebas 
seperti mengadakan seminar dengan mengangkat tema bahaya 
melakukan seks bebas dan dampak negatifnya bagi masa 
depan Mahasiswa sendiri. 
c. Harus adanya peran aktif pihak Orangtua Mahasiswa dalam 
mengawasi anaknya sehingga orangtua bisa mengetahui setiap 
kegiatan anak, dan juga anak merasa diperhatikan oleh 
orangtuanya. Orangtua juga harus berperan aktif dalam 
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menanamkan nilai-nilai moral ke anaknya agar anak bisa 
membedakan yang baik dan yang buruk dalam bergaul. 
2. Upaya Preventif 
Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari 
pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulanagn ini adalah 
Mahasiswa yang belum pernah melakukan Seks Bebas serta 
masyarakat ataupun pergaulan dengan teman yang berpotensi dapat 
menjadi jembatan untuk mempengaruhi Mahasiswa melakukan seks 
bebas. 
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa agar 
terhindar dari seks bebas yaitu : 
1. Memilih lingkungan sosial/pergaulan yang sehat dan benar. 
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga 
3. Sebisa mungkin menghindari kebiasaan menonton video porno. 
3. Upaya represif 
Penanggulangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera 
kepada Mahasiswa agar tidak melakukan perilaku seks bebas lagi. 
Sasaran penanggulangan ini adalah Mahasiswa yang sudah 
melakukan seks bebas agar tidak mengulangi lagi perbuatan tecela 
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dan merugikan tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh aparat yang 
terkait yakni Aparat Kepolisian, Satpol PP, Dinas Sosial dan lembaga 
terkait lainnya, adapun bentuk kegiatan yang dilakukan  yaitu : 
1. Melakukan bimbingan sosial secara perorangan kepada pelaku 
untuk menyadarkannya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. 
2. Memanggil dan Memberitahukan kepada Orangtua atau keluarga 
pelaku seks bebas agar memberikan perhatian dan kontrol lebih 















Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang 
Perilaku seks bebas bagi mahasiswa, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebgai berikut : 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku seks bebas oleh 
mahasiswa di Kota Makassar yang penulis temukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut yaitu : 
a. Faktor Internal, yaitu faktor yang mempengaruhi si pelaku dari 
dalam dirinya sehingga terdorong melakukan perbuatan seks 
bebas seperti Kurang Kuatnya Iman si pelaku sehingga tidak bisa 
menahan nafsunya, kebiasaan menonton video porno sehingga si 
pelaku mulai berkhayal untuk melakukan hal yang sama. 
b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi si pelaku dari 
luar dirinya sehingga terdorong melakukan perbuatan seks bebas 
seperti tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku seks bebas, 
mahasiswa tidak membatasi pergaulannya sehingga terjerumus 
dalam seks bebas, terjual bebasnya kondom hampir di semua 
toko/warung sehingga mahasiswa tidak ragu untuk melakukan 
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hubungan seksual karena merasa aman, dan kurangnya kontrol 
oleh pemilik rumah kontrakan. 
2. Dalam hal penanggulangan perilaku seks bebas, dilakukan upaya-
upaya pencegahan dan penindakan, meliputi : 
a. Upaya Pre-Emtif, yaitu upaya-upaya awal untuk mencegah 
terjadinya perilaku seks bebas yang dilakukan oleh mahasiswa 
yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan 
sekitar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai 
moral seperti nilai-nilai agama agar mahasiswa tidak mudah 
terpengaruh untuk melakukan perbuatan seks bebas. 
b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana 
itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan 
memilih lingkungan sosial/pergaulan yang sehat dan menjalin 
komunikasi yang baik dengan keluarga. 
c. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan efek 
jera kepada Mahasiswa agar tidak melakukan perilaku seks bebas 
lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah Mahasiswa yang sudah 
melakukan seks bebas agar tidak mengulangi lagi perbuatan tecela 
dan merugikan tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh aparat yang 
terkait yakni Aparat Kepolisian, Satpol PP, Dinas Sosial dan 
lembaga terkait lainnya, seperti Melakukan bimbingan sosial secara 
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perorangan kepada pelaku untuk menyadarkannya agar tidak 
mengulangi perbuatan tersebut. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan 
permasalahan dalam skripsi ini adalah : 
1. Perlunya ada sanksi hukum yang jelas yang di atur dalam Perundang-
undangan mengenai seks bebas ini. Maka dari itu penulis 
menyarankan kepada pemerintah yang berwenang agar segera 
mematenkan RUU KUHP yang baru karena didalamnya sudah ada 
peraturan yang mengatur tentang kumpul kebo/seks bebas sehingga 
masyarakat dan aparat penegak hukum punya pegangan / kepastian 
hukum untuk memberantas perbuatan maksiat tersebut. 
2. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang 
baik sejak dini kepada mahasiswa sebegai generasi muda penerus 
roda keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan 
keluarga  sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan seks bebas. 
3. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang buruknya 
melakukan seks bebas karena dapat memberikan banyak dampak 
negatif seperti kehamilan diluar nikah, penyakit HIV AIDS , dll. 
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4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, 
tokoh agama, orang tua, dan aparat hukum maupun pemerintah 
setempat dalam menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan seks 
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